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PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Pembangunan daerah sebagai bagian integral dari pembangunan
nasional pada hakekatnya adalah upaya untuk meningkatkan -kapasitas
pemerintahan daerah schingga tercipta suatu kemampuan yang handal dan
profesional dalam menjalankan pemerintahan serta memberikan pelayanan
prima kepada masyarakat. Pembangunan daerah berarti memampukan daerah
untuk mengelola sumber daya ekonominya secara berdaya guna dan berhasil
guna untuk kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat.

Pembangunan daerah dapat dilakukan melalui dua pendekatan yakni
pertama, pendekatan sentralistis dan kedua pendekatan desentralisasi.
Pendekatan. sentralistis mengandung arti bahwa pelaksanaan pembangunan
sepenuhnya merupakan wewenang pusat dan dilaksanakan oleh birokrat
dipusat. Pendekatan desentralisasi mengandung arti bahwa pembangunan
daerah sebagian besar merupakan wewenang daerah dan dilaksanakan sendiri
oleh daerah (Pemda) secara otonom. Pembangunan daerah melalui
desentralisasi atau otonomi daerah memberikan peluang dan kesempatan bagi
terwujudnya p*ﬁerht-“ian yang bersih dan baik (Good governance) didaerah.
Artinya, pelaksanaan tugas pemerintah daerah harus didasarkan atas prinsip
efektif, efisien, partisipatif, terbuka (rransparancy) dan akuntabel

(accountability).




Indonesia selama ini dikenal dengan sistemn pemerintahan yang
sentralistis dimana peranan pemerintah pusat sangat dominan dalam
memberikan arahan atau sentuhan pembangunan. Namun dengan semakin
berkembangnya jumish penduduk, meningkatmya funtutan masyarakat dan
semakin kompieknya permasalzhan yang dihadapi maka sistem setralistis
tidak iagi efeknt peiaksanaannya.

Drengan semakin kompleknya permasalahan yang dikiadapi, kecepatan
pengambilan keputusan menjadi suatu kebutihan, sehingga peningkatan peran
daerah menjadi sangat penting. Pengambifan keputusan tidak akan efekif bila
masaiati-masalah yang sepera harus difangani micnunggu kepufusan atu
arahan dari pemerintah pusat denga birokrasi yang panjang.

Ketentuan penyelenggaraan permerintahan dacrah diatur dalam UU No.
3272004 tentang pemerintah daerah dan UU No. 33/2004 tentang perimbangan
keuangan pus:;t dan dacrah. Dalam Undang-Undang tersebut dijelaskan bahwa
otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi seluas-iuasnya dalam arti
dacrah dibertkan kewenangan mengurus dan mengatuf  Semua urusan
pemerintahan difuar vang menjadi urusan vang ditetapkan dalam undang-
undang mi.

Meialui ofonomi daerah, pembangunan dacrah yang diakukan
dipandang merupakan strategi atau cara yang paling efekuf dibandingkan
strategi pembangunan vang sentralistis yang dilakukan olech pemerintah daerah
dan masyarakat setempat secara otonomi melaiui  pelimpahan wewenang

pemerintahan,




Otonomi adalah denivas dari desentralisasi. Daerab-daerah ofonom
adaiah daerahl yang mandiri. Tingkat kemandmian diturunkan dari timgkat
degcnn'alisasi vang disclenggarakan, Semakin tinggi derajat deseatralisasi,
semakin tinggi puia tingkat otonomi daeralt.

Desentralisasi adalah tipe dari struktur organisasi dithana keputusan
diambil, didelegasikan secara otonomi Kepada manajer untuk pengambilan
keputusan mereka, Desentralisasi mengalihkan titik pengambilan keputusan
atas tap keputusan yang harus diambil kepada mangjer tngkat vang iereadah
(Nugroho, 2003). Seperti dinyatakan ofeh Gordon dan Miller (1976} dalam
Nazarudin (1998} bahwa desentraiisasi itu diperiukan scbat adanya kondisi
adminstratif vang semakin kompleks, begitupula dengan tugas dan
tangpungjawab sehingga perlu pendistribusian otoricas pada mandjemen yang
lebih rendah._ Dengan pendelegasian wewénang maka akan membantu
meringankan beban manajemen yang leuth tinggr.

Menurut Miah dan Mia (1996 pendelegasian dan tanggung jawad dari
top manajemmen ke level manajemen yang iebili rendah akun membawa
konsekuensi semakin besar tangpung jawab manajer tingkat rendah terhadap
implementasi keputusan yang dibual. Disamping itu tujuan organisasi jﬁga
diperlukan oleh manajer itu sendir, sedangkan alat yang diperiukan untuk
mencapai tujuan adalah pengendatian (Miah dan Mia, 199%6). Fungsi
pengendalian tersebui dapat dm dengan menggunakan sistem
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yang didelegasikan oleli top manajemen ke nmanajerien ditingkat bawahsiya
inaka besar puia perlunya pengendatian dan evaluasi keuangan.

Pengendalian akuntansi mampu meningkatkan kineria, sedangkan
salah satu pengendalian dipandang mempunyai pengarubl yang kuat adalah
struktur organisasi (desentralisasi). Struktur organisasi memiliki peranan
dalam mempengaruhi Kinerja pada tingkat organisasi maupun tingkat sub-umtit
(van de ven, 1576} dalam Nazarudin (1998). Pengaruh itu terjadi karcoa
dengan desentraiisasi penetapan kebijakan dilakukan oleh manajer vaitg lebih
memshami Kondisi unit yang dipimpiridya schingpga kualitas diharapkan
memadt lebn bark, Sedangkan daism literatur kontemporer penelitian tentang
hubungan antara struktur orgamisasi dan sistem pepgendatian Iebih
memfokuskan pada pengidentifikasian faktor-faktor yadng mempengarutd
desain struktur orgamisasi ( Pugh et al, 1969). Menumit Swieringa & Weick
{1978}, Bromwich ({Y¥) hubungan antara struktur orgamsasi dan sistem
pengendalian menikberatkan pada efektilitas perencanaan dan peagambilan
keputusan dalam orgagisasi.

Hasil-hasii peneiitian terdahuiu seperti penelitian Gordon dan
Narayana {1Y34) daiam Nazarudm (2003) meénemukan bahwa tidak ada
hubungan yang signiftkan antara pesepsi kemanfaatan dengan strukour
organisasi. Pegelitian Chenhall dan Monis {1986); Miah dan Mia (1996);
Andriatt (2001}, Nazarudin (Z003) sebaliknya menemukan bahwa ada
bubungan antara strukiur orgamsast dan pengendalian akuntansi dengan
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responden yang digunakan, Gordon dan Narayana (i984) menggunakan
responden vice presideni (top mangfemen), sedangkan Chenhall dan Morris
(1986); Miah dan Mia (1996); Andrant (2001); Nazarudin (2003)
menggunakan responden manajer menengah dan lebik bawal ¢ middie and
lower levelj.

Hal tersebut memjadi latar belakang peneliti umtuk  melakukan
penciitian dengan  judul “Deseniralisasi Pengambiian Keputusan,
Pengendaiian Akuntunsi dan Kinerja Manajeriat : Studi Empiris pada

Pemerintah Daergh Kabupaten Sleman Y™,

. Rumtusan Masalah
Seperti vang telah divraticin di atas maka yaug megjadi rumusan
masalah dalam penelitian ini adatah sebagai berikut :
i. Apakah iingkat desenirghisasi pengamoiian keputusan padd Pemenmntah
Daerah Kabupaten Sleman DIY memiliki pengaruk terhadap sistem

pengendatian akuntansi pada Pererintah Daerah Kabupaten Steman DLY.
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Apakah sistem pengendalian akuntansi pada Pemerintah Daerah
Kabupaien Sleman MY memiliki pengarunt terbadap kinerja manajeriat
pada Pemerincah Daerah Kabupaten Sleman DIY.

3. Apakah tingkat desentralisasi pengambilan keputusan pada Pemerintah

Daerah Kabupaten Sleman DIY memiliki penganth techadap kinerja
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C. Tujuan Penclitian
Tujuan penelitian sdalah ingit menemukan bukti empiris bahwa add
pengaruh perbedaan tingkat desentralisasi weweniang dan {anggung jawab
datam pengambilan keputusan dan penggungan sistom pengendalian akuntaasi
terhadap kinérja manajerial pada Pemerintah Daerah di Kabupaten Sieman

Yogyakarta.

iy Manfaat Penelitian
Manfaat dari penelitian tni adaiai :
I. inharspkan dapat membantu para pengmnbil  keputusan orgamsasi
pemerintah dengan mempertimbangkan proses pelayanan publik vang

efisien dan efekufl .
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